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BAB V 

KESIMPULAN & SARAN 

 

A. Kesimpulan   

1. Kepastian Hukum atas Sah dan Mengikatnya Perjanjian “Loan 

Agreement” Berbahasa Asing tidak memenuhi syarat-syarat sah nya 

perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

dan Telah bertentangan dengan pasal 31 Undang-Undang No.24 

Tahun 2009 tentang Bendra, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu 

Kebangsaan maka dikeluarkannya Undang-Undang No.24 Tahun 2009 

tentang Bahasa senantiasa mewujudkan Identitas Negara dalam hal 

hubungan bisnis keperdataan. Mengenai Interprestasi Menkumham 

dalam suratnya bernomor M.HH.UM.01.01-35 bahwa penafsiran surat 

menkumham sangat bertentangan dengan undang-undang atau hukum 

positif yang berlaku antara lain Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 31 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bahasa, Pasal 43 ayat (1) 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-

Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 18 

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
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dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

Pada Pasal 21 ayat (4) hukum positif yang berlaku sehingga tidak 

memenuhi kepastian hukum, dan kepastian hukum itu menjadi tidak 

ada bagi para pihak. 

2. Dampak Perjanjian Loan Agreement yang dibuat tanpa menggunakan 

Bahasa Nasioanal atau Indonesia menjadi null and void atau batal demi 

hukum. Serta pada situasi dunia bisnis Indonesia menjadi tidak pasti 

karena dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan oleh salah satu 

pihak sehingga diajukan ke pengadilan setelah diberlakukannya 

Undang-undang No.24 Tahun 2009 tentang Bahasa. 

B. Saran 

1. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat 

sahnya perjanjian, dan harus dibuat dengan bahasa Indonesia apabila 

melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing 

tersebut, jika dirasa keberatan setelah dikeluarkannya Pasal 31 

undang-undang No.24 Tahun 2009 pengaturan mengenai kata wajib, 

disarankan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi 

agar didapat kepastian hukumnya.  

2. Untuk membuat  kontrak  apalagi yang  melibatkan  pihak  asing agar 

dibuat dihadapan Pejabat yang  berwenang yang diangkat oleh  negara  

Republik Indonesia yaitu Notaris dan sebaiknya Notaris harus 
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memberikan advice / nasihat kepada para pihak sehubungan dengan 

pembuatan perjanjian atau kontrak. 
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